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BAHAN bakar minyak (BBM) kembali menjadi topik aktual. Selama
ini, topiknya terfokus pada kenaikan harga tapi sekarang meluas
pada kenaikan harga BBM di pasar dunia yang tinggi, dibongkarnya
penyelundupan dan kebocoran yang besar, dan kelangkaan BBM
yang meluas. Hal yang menarik dalam kasus ini adalah logika elite
yang sulit dipahami publik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Purnomo
Yusgiantoro menganggap antrean BBM sama dengan antrean beli
tiket bioskop. Wajar to, mau menonton saja kita harus antre. Sebagai
masyarakat awam, rasanya analogi itu sulit dipahami. Bagaimana
mungkin antrean BBM dianggap sama dengan antrean bioskop.

Bagi sebagian besar pengguna BBM, barang itu merupakan
kebutuhan pokok untuk keperluan rumah tangga (minyak tanah)
maupun Kkeperluan usaha (solar, bensin, dan minyak tanah).
Artianya, ketiadaan BBM akan menghambat usaha mereka
memenuhi kebutuhan primernya atau menjalankan usahanya.
Banyak nelayan yang tidak melaut hanya karena kesulitan BBM,
belum lagi karena harganya yang makin tidak terjangkau.

Dengan demikian, elite tidak memahami kenyataan yang dialami
masyarakat. Wajar jika mereka (elite, red) tidak merasakan kesulitan
yang dihadapi dan akibatnya tidak menganggap antrean sebagai
masalah mendesak yang harus diselesaikan. Jika demikian, kapan
pemerintah mendasarkan pertimbangannya atas kepentingan rakyat.
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Sejalan dengan logika ini adalah pendapat Paska Suzeta yang
notabene adalah wakil rakyat. BBM harus naik sekaligus agar
kesulitannya dirasakan sekali saja, kan kenaikannya cuma 70%--
80%. Bagi Paska Suzeta yang mewakili elite, kenaikan itu bisa
ditanggung sekaligus sehingga mereka menganggap wajar kenaikan
sebesar itu, daripada berulang-ulang.

Mungkin dia lupa bahwa kemampuan masyarakat sangat beragam
dan sebagian besar berada ditingkat bawah. Memang ada kelompok
masyarakat yang mampu menanggung kenaikan sebesar 70-80% tapi
jumlahnya terbatas. Ada yang mampu menanggung kenaikan 50-
60%, tapi jumlahnya sedikit. Ada yang mampu menanggung
kenaikan 30-40%, jumlahnya cukup banyak. Ada yang hanya mampu
menanggung kenaikan 10-20%, itupun sudah sangat terpaksa dan
mungkin jumlahnya sangat banyak.

Dengan demikian, seringkali elit mengukur dengan dirinya sendiri
sehingga wajar bila mereka (elit) tidak merasakan beban yang
ditanggung masyarakat kebanyakan. Bila demikian, kapan wakil
rakyat menyuarakan aspirasi rakyat.

Menteri Keuangan M. Yusuf Anwar juga tak kalah argumentasi. Tidak
ada pilihan lain, BBM harus naik untuk menyelamatkan
kelangsungan pembangunan dan defisit anggaran. Nampak bahwa
kesuksesan pemerintah diukur dari kelangsungan pembangunan dan
performace anggaran. Oleh karena itu, semua kepentingan lain harus
ditunda atau malah diabaikan.

Sepertinya pemerintah adalah sebuah entitas dan masyarakat atau
dunia usaha adalah entitas lain. Dalam posisi ini, wajar bila antara
entitas saling berhadapan. Kalau sering terjadi konflik antara
pemerintah dengan masyarakat atau dunia usaha, itu adalah
implikasi dari posisi yang saling berhadapan tersebut. Artinya, bukan
saja masyarakat yang menggap pemerintah adalah 'musuh’ tapi juga
pemerintah menganggap masyarakat atau dunia usaha 'musuh’. Dan
'musuh’ harus ditaklukkan untuk mendapat kemenangan
(kesuksesan).

Pertanyaan masyarakat awam, apakah kelangsungan pembangunan
ditandai dengan selalu naiknya nilai pengeluaran mata anggaran.
Bila demikian, wajar bila kita tidak pernah mendengar penghematan
yang dilakukan pemerintah. Apakah setiap perjalanan Presiden harus
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disertai dengan rombongan yang mencapai ratusan orang, lalu
dimana letak bedanya dengan pada saat normal.

Apakah belanja setiap departemen harus selalu naik, padahal banyak
kegiatan terutama yang bersifat dekonsentrasi tidak begitu relevan
dengan kebutuhan daerah, seringkali generalisasi program yang
terpusat juga tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Lalu apa
bedanya menyusun anggaran pada saat krisis dengan saat normal.
Wajar bila masyarakat menangkap kesan bahwa pemerintah tidak
punya rasa peduli krisis (sense of crisis).

Dengan demikian, kenaikan harga BBM adalah ‘tumbal’ agar
anggaran dapat disusun seperti pada saat normal. Lalu dampak
krisis apa dan yang mana ditanggung pemerintah. Secara awam kita
dapat berkesimpulan, merasakan saja tidak apalagi mau
menanggung.

Kalau saja pemerintah mau berbagi serta merasa senasib dan
sepenanggungan dengan rakyat, akan bijak bila secara terbuka
menyatakan berapa besar beban yang harus dipikul untuk
'menyelematkan kita semua’. Lalu secara partisipatif
mendistribusikannya; beban apa yang ditanggung pemerintah,
seberapa besar harus ditanggung masyarakat, dan selebihnya
ditanggung dunia usaha.

Bersama kita bisa. Sayangnya itu baru slogan, yang justru
menyatukan aspirasi kita memenangkan SBY-Kalla. Tapi dalam
konteks BBM ini, ternyata kita tidak bersama. Bisa jadi karena kita
tidak bersikap sesuai dengan kepentingan kita. Lalu, apakah ada
kepentingan pihak lain?

Iman Sugema (direktur Inter-CAFE, IPB) mensinyalir bahwa ternyata
ada kepentingan lain dibalik kenaikan harga BBM. Ini didasarkan
pada pernyataan anggota Kabinet Indonesia Bersatu bahwa "kalau
kita tidak menaikkan harga BBM secepatnya, saya khawatir
'pencairan loan' dari Bank Dunia dan ADB tidak dapat dilakukan."
(Kompas, 15-9-2005)

Wajar saja kita tidak dapat memahami logika elit. Pertama karena
memang mereka bukan bagian dari kita. Kedua, ternyata ada
kepentingan tersembunyi yang terkait dengan kepentingan global
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(baca: bukan kita). Untuk itu, mari kita renungkan bait lagu
...'Jangan ada dusta diantara kita' - (elit-rakyat). Semoga.

MUNGKIN dia lupa kemampuan masyarakat sangat beragam dan
sebagian besar berada di tingkat bawah. Memang ada kelompok
masyarakat yang mampu menanggung kenaikan 70%--80%, tapi
jumlahnya terbatas.

Ada yang mampu menanggung kenaikan 50%--60%, tapi jumlahnya
sedikit. Ada yang mampu menanggung kenaikan 30%--40% dan
jumlahnya cukup banyak. Ada juga yang hanya mampu menanggung
kenaikan 10%--20%, itu pun sudah sangat terpaksa dan mungkin
jumlahnya sangat banyak.

Dengan demikian, elite sering mengukur dengan diri sendiri, sehingga
wajar jika mereka (elite) tidak merasakan beban yang ditanggung
masyarakat kebanyakan. Jika demikian, kapan wakil rakyat
menyuarakan aspirasi rakyat?

Menteri Keuangan M. Yusuf Anwar juga tidak kalah argumentasi.
Tidak ada pilihan lain, BBM harus naik untuk menyelamatkan
kelangsungan pembangunan dan defisit anggaran. Tampak
kesuksesan pemerintah diukur dari kelangsungan pembangunan dan
performa anggaran. Oleh sebab itu, semua kepentingan lain harus
ditunda atau malah diabaikan.

Sepertinya pemerintah adalah sebuah entitas dan masyarakat atau
dunia usaha adalah entitas lain. Dalam posisi ini, wajar jika antara
entitas saling berhadapan. Kalau sering terjadi konflik antara
pemerintah dan masyarakat atau dunia usaha, itu adalah implikasi
posisi yang saling berhadapan tersebut.

Artinya, bukan saja masyarakat yang menganggap pemerintah adalah
"musuh”, tapi juga pemerintah menganggap masyarakat atau dunia
usaha "musuh”. Dan, "musuh” harus ditaklukkan untuk mendapat
kemenangan (kesuksesan).

Pertanyaan masyarakat awam, apakah kelangsungan pembangunan
ditandai selalu naiknya nilai pengeluaran mata anggaran. Jika
demikian, wajar jika kita tidak pernah mendengar penghematan yang
dilakukan pemerintah. Apakah setiap perjalanan Presiden harus
disertai rombongan yang mencapai ratusan orang, lalu di mana letak
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bedanya dengan saat normal. Apakah belanja setiap departemen
harus selalu naik, padahal banyak kegiatan terutama yang bersifat
dekonsentrasi tidak begitu relevan dengan kebutuhan daerah, sering
generalisasi program yang terpusat juga tidak sesuai dengan
kebutuhan daerah.

Lalu apa bedanya menyusun anggaran saat krisis dengan saat
normal. Wajar jika masyarakat menangkap kesan pemerintah tidak
punya rasa peduli krisis (sense of crisis).

Dengan demikian, kenaikan harga BBM adalah "tumbal" agar
anggaran dapat disusun seperti saat normal. Lalu dampak krisis apa
dan yang mana ditanggung pemerintah. Secara awam, kita dapat
menyimpulkan, merasakan saja tidak apalagi mau menanggung.

Kalau saja pemerintah mau berbagi serta merasa senasib dan
sepenanggungan dengan rakyat, akan bijak jika secara terbuka
menyatakan berapa besar beban yang harus dipikul untuk
"menyelematkan kita semua”. Lalu secara partisipatif
mendistribusikannya; beban apa yang ditanggung pemerintah,
seberapa besar harus ditanggung masyarakat, dan selebihnya
ditanggung dunia usaha.

Bersama kita bisa. Sayangnya itu baru slogan, yang justru
menyatukan aspirasi kita memenangkan SBY-JK. Tetapi dalam
konteks BBM ini, ternyata kita tidak bersama. Bisa jadi karena kita
tidak bersikap sesuai dengan kepentingan kita. Lalu, apakah ada
kepentingan pihak lain?

Iman Sugema (direktur Inter-CAFE, IPB) mensinyalir ternyata ada
kepentingan lain di balik kenaikan harga BBM. Ini berdasarkan
pernyataan anggota Kabinet Indonesia Bersatu, "Kalau kita tidak
menaikkan harga BBM secepatnya, saya khawatir 'pencairan loan'
dari Bank Dunia dan ADB tidak dapat dilakukan.” (Kompas, 15-9-
2005)

Wajar saja kita tidak dapat memahami logika elite. Pertama, karena memang
mereka bukan bagian kita. Kedua, ternyata ada kepentingan tersembunyi yang
terkait dengan kepentingan global (baca: bukan kita). Untuk itu, mari Kita
renungkan bait lagu "jangan ada dusta di antara kita" (elite-rakyat). Semoga.




